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BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR

L~

TENTANG

TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan kepada
masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan non
pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Purworejo;

b. bahwa dalam penyelenggaraan layanan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rumah Sakit
Umum Daerah Saras Husada Purworejo dapat
memungut biaya layanan dari masyarakat sebagai
imbalan atas pelayanan barang/ jasa yang diberikan
dalam bentuk tarif layanan;

c. bahwa tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah Saras Husada Purworejo telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Purworejo, namun peraturan daerah tersebut telah
dicabut, sehingga sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo;
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesai Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan
Keuangan Badan Layanan mum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo,
dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah
Kabupaten Purworejo, yang dikelola dengan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum Daerah.
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Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD,
adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras
Husada Purworejo, yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD Saras
Husada Purworejo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras
Husada Purworejo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-
BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras
Husada Purworejo.

Dewan Pengawas BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo yang
selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD-RSUD
Saras Husada Purworejo yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo.

Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah
perangkat RSUD Saras Husada Purworejo yang bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan
keuangan dan tanggung jawab sosial (social responsibility) dalam
menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo yang selanjutnya
dapat disebut layanan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga,
masyarakat Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/ atau pihak lain
yang berupa Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan.
Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan
masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.

Non Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga,
masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/ atau pihak lain
di luar pelayanan kesehatan.

Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat Tarif adalah sebagian
atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit, yang
dibebankan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah
dan/atau pihak lain sebagai imbalan atas penyelenggaraan
kegiatan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan yvang
diterimanya.
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15. Tarif Indonesian — Case Based Groups yang selanjutnya disingkat
INA-CBGs adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan
Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan
yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit.

16. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang
masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa,
pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya
tanpa tinggal di ruang rawat inap

17. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
pasien dalam keadaan darurat di ruang gawat darurat.

18. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk rumah
sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan,
rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan
menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

19. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap di ruang
intensif yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus
selama 24 (dua puluh empat) jam.

20. Rawat Isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang
diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik
khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan
penyakit

21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan
oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan
diagnosa dan terapi.

22. Pelayanan Laboratoriam Patologi Klinik adalah adalah pelayanan
kepada pasien guna menegakkan diagnosa dengan meneliti wujud
dan perjalanan penyakit serta memonitoring hasil terapi yang
meliputi kegiatan pre-analitik (tindakan laboratorium, seleksi
sempel dan lain-lain), kegiatan analitik (analisa bahan
pemeriksaan), kegiatan post analitik (koreksi hasil akspertisi) dan
konsultasi laboratorik serta pemeriksaan laboratorium lainnya.

23. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan kepada
pasien guna menegakkan diagnosa berdasarkan pemeriksaan
kasar, mikrokospik dan molecular atas organ, jaringan dan sel.

24. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan kepada pasien guna
menegakkan diagnosa dengan peralatan yang memanfaatkan sinar
pengion dalam bentuk foto yang didokumentasikan.

25. Pelayanan Elektro Diagnostik adalah pelayanan kepada pasien guna
menegakkan diagnosa yang di dukung dengan alat-alat kesehatan
elektronik.

26. Pelayanan Tindakan Medik adalah pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan oleh tenaga medik.

27. Pelayanan Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan kesehatan
yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa tindakan pembedahan
yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.

28. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif adalah pelayanan
kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa tindakan
tanpa pembedahan yang tidak/atau menggunakan pembiusan
umum atau pembiusan regional.

29. Pelayanan Tindakan Keperawatan atau Kebidanan adalah tindakan
non operatif yang dilaksanakan oleh perawat/bidan dalam proses
penyembuhan dan/atau pemulihan.
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30. Tindakan cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus
segera dilaksanakan dan/atau tidak terencana atas dasar indikasi
medis.

31. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan
kepada seseorang guna kepentingan tertentu.

32. Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan kepada pasien berupa
pembersihan darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu/
sisa metabolisme dari darah menggunakan alat yang dinamakan
ginjal buatan, karena ada gagal ginjal untuk melakukannya.

33. Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk
mendapatkan pelayanan tertentu minimum 6 (enam) jam dan
maksimum 1 (satu) hari.

34. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan kesehatan kepada pasien
dan/atau masyarakat yang dilakukan oleh psikolog untuk
mengetahui permasalahan dan kondisi kejiwaannya.

35. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan pelayanan
kepada pasien sebagai komunikasi dua arah antara ahli gizi dan
pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap
dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi
masalah gizi yang sedang dihadapi.

36. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan kepada pasien berupa
penyediaan kebutuhan darah guna transfusi yang aman,
berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung
pelayanan kesehatan.

37. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan
dengan kepentingan hukum.

38. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang
dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan yang
secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

39. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam
bentuk fisioterapi, terapi okupsional, terapi wicara, ortotik/
prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.

40. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi adalah pelayanan kesehatan
kebidanan dan penyakit kandungan.

41. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi
upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya
pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan
gigi dan mulut.

42. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa
obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan/atau farmasi klinik.

43. Farmasi Klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan oleh
apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan hasil (outcome)
terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena
obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup
pasien terjamin.

44. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh
rumah sakit untuk merawat jenazah.

45. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan kepada masyarakat dan
badan hukum yang tidak berhubungan langsung dengan pasien.
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46. Pelayanan Kesehatan baru adalah pelayanan kesehatan yang belum
diselenggarakan oleh rumah sakit pada saat Peraturan Bupati
Purworejo ini ditetapkan, namun dalam perkembangannya
dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan
tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan tehnologi.

47.Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang
tidak membedakan kelas perawatan.

48. Kelas Perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat
inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.

49. Kondisi pelayanan adalah keadaan tertentu yang mempersyaratkan
segera atau tidaknya suatu pelayanan yang disediakan.

50. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung
biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/
mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.

51. Pasien adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di
rumah sakit.

52. Penderita adalah orang yang menderita sakit.

53. Resiko Anaesthesi tinggi adalah pelayanan anaesthesi pada pasien
dengan kriteria American Society of Anaesthesi (ASA) III dan IV.

54. Pelayanan Observasi adalah pelayanan medik dalam bentuk
pengawasan terhadap pasien selama berada di rumah sakit yang
dilaksanakan oleh tenaga medik yaitu dokter ruangan/ case
manager atau dokter jaga Instalasi Gawat Darurat.

55. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang
diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/
atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan
fungsinya untuk memberikan layanan.

56. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit atas
pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.

57.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi
medik dan/ atau pelayanan lainnya.

58. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta
perlengkapannya yang terdiri dari loundry, linen, sterilisasi,
perbaikan/ pemeliharaan, air, listrik dan asuhan keperawatan/
kebidanan serta pelayanan lainnya pada rawat inap, tidak termasuk
pelayanan gizi.

59. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien yang berupa
penyediaan makanan diet dan non diet.

60. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu tindakan yang
diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko,
sosio, kultur spiritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan
kiat keperawatan.

61. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah suatu tindakan yang
diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko,
sosio, kultur spiritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan
kiat kebidanan
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62. Pelayanan gizi adalah pemberian makanan dan minuman kepada
pasien rawat inap.

63. Visite adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan
terhadap pasien rawat inap.

64. Periode jaga dokter adalah waktu dokter melakukan tugas jaga atau
sebagai konsulen, yaitu 24 (Dua puluh empat) jam untuk dokter
spesialis dan sesuai waktu shift untuk dokter umum. 4

65. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk
konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya atas
permintaan secara tertulis dari dokter yang merawat.

66. Dokter Tamu adalah dokter dari luar Rumah Sakit yang bekerja dan
memberikan pelayanan di Rumah Sakit berdasarkan perjanjian
kerjasama.

67.Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan
radiologi dan bahan lainnya yang tidak diresepkan dan digunakan
langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan,
perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya
yang bersifat habis pakai.

68. Pelayanan praktek kerja adalah pelayanan rumah sakit kepada
pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian.

69. Pemanfaatan Sumber Daya Rumah Sakit adalah pemanfaatan jasa,
tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit oleh pihak
ketiga.

70. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Rumah Sakit yang mengadakan
perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan
layanan dan pengenaan tarif layanan BLUD-RSUD Saras
Husada Purworejo;

b. untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada
pengguna layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit;
b. meningkatnya kualitas layanan BLUD-RSUD Saras Husada
Purworejo;
c. meningkatnya cakupan layanan BLUD-RSUD Saras Husada
Purworejo.
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BAB III
KEBIJAKAN TARIF
Pasal 3

Semua kegiatan layanan di BLUD RSUD Saras Husada Purworejo
baik berupa pelayanan kesehatan maupun non pelayanan
kesehatan, dikenakan tarif.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh
biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat,
Pemerintah dan/atau pihak lain atas penyelenggaraan kegiatan
layanan di Rumah Sakit.

BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo memungut biaya sebagai
imbalan atas layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang
berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan
fungsional BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan
asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan
untuk mencari keuntungan.

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh
pithak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan
saling menguntungkan dengan suatu ikatan kerja sama secara
tertulis.

BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo dapat bekerja sama dengan
pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, besaran Tarif
pelayanan ini dapat menggunakan tarif berdasarkan Perjanjian
Kerja Sama.

BAB IV
LAYANAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Pelayanan

Pasal 4

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit
disediakan untuk pasien dari semua golongan masyarakat yang
dilaksanakan oleh tenaga-tenaga medis, paramedis dan non medis
yang bertugas di dalam Kelompok Staf Medis Fungsional (KSMF).
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(2) Kelompok Staf Medis Fungsional (KSMF) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan
berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

(3) Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan,
Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pelayanan baru.

(4) Penyelenggaraan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), diatur oleh Direktur.

Pasal 5

(1) Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan secara terencana sesuai
daftar tunggu (elektif] atau dilaksanakan dengan segera (cito) sesuai
dengan kondisi subyektif maupun obyektif dari pasien dan penyakit
yang diderita.

(2) Pelayanan dengan segera (cito) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari tarif yang ditetapkan.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Jenis layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo meliputi:
a. Pelayanan Kesehatan:
Pelayanan Rawat Jalan;
Pelayanan Rawat Darurat;
Pelayanan Rawat Inap;
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
Tindakan Medik;
Tindakan Keperawatan/Kebidanan;
Rehabilitasi Medik;
Pemeriksaan Kesehatan;
. Pelayanan Hemodialisis;

10. Pelayanan One Day Care (ODC);

11. Pelayanan Psikologi;

12. Pelayanan Konsultasi Gizi;

13. Pelayanan Bank Darah;

14. Pelayanan Medico Legal;

15. Pelayanan Farmasi;

16. Pemulasaraan Jenazah;

17. Pelayanan Transportasi;
b. Non Pelayanan Kesehatan.
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Paragraf 3
Rawat Jalan

Pasal 7

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a angka 1 dilakukan di Poliklinik Rumah Sakit.

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan
dan/ atau tindakan medik yang dilakukan di Poliklinik Rumah
Sakit.

Kelompok Pelayanan Rawat Jalan, terdiri atas:
pemeriksaan dokter;

pemeriksaan penunjang diagnostik;
tindakan medik;

tindakan keperawatan/kebidanan;
rehabilitasi medik;

psikologi;

konsultasi gizi dan;

farmasi.

SR Mo a0 op

Paragraf 4
Rawat Darurat

Pasal 8

Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a angka 2 merupakan pelayanan bagi pasien berupa
pemeriksaan, pengobatan dan/ atau tindakan medis yang
dilakukan di Instalasi Gawat Darurat.

Kelompok Pelayanan Rawat Darurat terdiri atas:
pemeriksaan dokter;

pemeriksaan penunjang diagnostik;
tindakan medik;

tindakan keperawatan/ kebidanan, dan;
farmasi.

° oo

Pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat dilakukan oleh dokter
sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal kondisi tertentu dokter Instalasi Gawat Darurat dapat
konsultasi melalui telepon kepada dokter spesialis sesuai
kebutuhan.

Pelayanan rawat darurat di Instalasi Gawat Darurat buka 24 (dua
puluh empat) jam.
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Paragraf 5
Rawat Inap

Pasal 9

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
angka 3 terdiri atas:

a. perawatan reguler;

b. perawatan intensif; dan

c. perawatan isolasi.

Pasal 10

(1) Perawatan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,
merupakan pelayanan rawat inap berdasarkan kelas perawatan.

(2) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kelas III;

b. Kelas II;

c. Kelas I

d. Kelas VIP;
e. Kelas VVIP.

(3) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan
strategi pemasaran Rumah Sakit.

Pasal 11

(1) Kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) disediakan untuk:

a. Pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki
oleh pasien atau penanggungjawabnya;

b. Pasien yang dijamin oleh Pemerintah, badan dan/ atau pihak
ketiga yang bukan penerima bantuan iuran BPJS dan pasien
yang dijamin program jaminan kesehatan daerah dirawat di
kelas perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. Pasien penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin
program jaminan kesehatan daerah hanya berhak dirawat di
kelas III;

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kelas
perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka
pasien dirawat di kelas perawatan yang lebih rendah dan apabila
menempati kelas yang lebih tinggi maka dikenakan iur biaya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yang dirawat di
kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan
sendiri atau penanggungnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai
kelas perawatan yang ditempati.

(4) Pasien yang belum mendapatkan kelas perawatan yang dikehendaki
dirawat di ruang rawat darurat dan dikenakan tarif sesuai tarif
ruang perawatan kelas III.

11
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Pasal 12

(1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b,
merupakan pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien
yang memerlukan perawatan medik dan  pengawasan
berkelanjutan.

(2) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan di ruang ICU, ICCU, PICU atau NICU.

(3) Ruang Perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang
untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.

Pasal 13

(1) Perawatan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c,
merupakan pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan
terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna
mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.

(2) Perawatan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan di ruang isolasi.

Pasal 14

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai tanggal pasien masuk Rumah
Sakit sampai dengan tanggal pasien keluar dari Rumah Sakit.

Pasal 15

Kelompok pelayanan kesehatan rawat inap, terdiri atas:
akomodasi;

gizi;

visite dan/ atau konsultasi;
pemeriksaan penunjang diagnostik;
tindakan medik;

tindakan keperawatan/kebidanan;
konsultasi gizi;

konsultasi psikologi

rehabilitasi medik; dan

farmasi.

SEER e A0 o
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Paragraf 6
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik,
Tindakan Keperawatan/Kebidanan dan Rehabilitasi Medik

Pasal 16

Kelompok pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4, terdiri atas:
a. pemeriksaan laboratorium klinik;

b. pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;

c. pemeriksaan radio diagnostik;

d. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan

e. pemeriksaan diagnostik khusus.

Berdasarkan tingkatan tindakan yang diberikan, pelayanan
kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi:

a. pemeriksaan kecil;

b. pemeriksaan sedang;

c. pemeriksaan besar; dan

d. pemeriksaan khusus.

Rincian tingkatan tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Pelayanan Kesehatan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a angka 5, terdiri atas:

a. tindakan medik non operatif;

b. tindakan medik operatif; dan

c. tindakan medik obstetri dan ginekologi.

Tingkatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. tindakan kecil;

b. tindakan sedang;

c. tindakan besar; dan

d. tindakan khusus.

Tingkatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. tindakan kecil;

b. tindakan sedang;

c. tindakan besar; dan

d. tindakan khusus;

Rincian tingkatan tindakan medik sebagaimana dimaksud ayvat (2)
dan ayat (3), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang
berlaku.

13
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Pasal 18

Pelayanan kesehatan tindakan medik obstetri dan ginekologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Tindakan Medik Obstetri, terdiri atas:
1. persalinan normal;
2. persalinan dengan penyulit per vaginam; dan
3. persalinan dengan penyulit per abdominam.
b. Tindakan Medik Ginekologi, yang berdasarkan tingkatan
tindakannya, terdiri atas:
1. tindakan kecil;
2. tindakan sedang;
3. tindakan besar; dan
4. tindakan khusus.

Rincian tingkatan tindakan medik obstetri dan ginekologi
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Tingkatan tindakan keperawatan/ kebidanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 6, terdiri atas:

a. tindakan kecil;

b. tindakan sedang; dan

c. tindakan besar.

Rincian tingkatan tindakan keperawatan/kebidanan sebagaimana
dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pasal 20

Pelayanan kesehatan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a angka 7, meliputi:

a. pelayanan fisioterapi; dan

b. pelayanan orthotik/ prosthetik.

Tingkatan pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. kecil,;

b. sedang;

c. besar; dan
d. khusus.

Rincian tingkatan tindakan pelayanan rehabilitasi medik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur
sesuai ketentuan yang berlaku.
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Paragraf 7
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 21

Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a angka 8, terdiri atas:

pemeriksaan kesehatan sederhana;

pemeriksaan kesehatan dasar;

pemeriksaan kesehatan standar;

pemeriksaan kesehatan lengkap;

pemeriksaan kesehatan eksekutif;

pemeriksaan kesehatan terbatas;

pemeriksaan jiwa dan narkoba.

m&0 a0 o

Paragraf 8
Pelayanan Hemodialisis

Pasal 22

Pelayanan Hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
angka 9, dilaksanakan dengan menggunakan perlengkapan
hemodialisa (Hd set) sekali pakai (single use).

Paragraf 9
Pelayanan One Day Care (ODC)

Pasal 23

Pelayanan one day care sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
angka 10 dilaksanakan pada ruang tertentu.

Paragraf 10
Pelayanan Psikologi dan Konsultasi Gizi

Pasal 24

(1) Pelayanan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
angka 11, terdiri atas:

pemeriksaan minat bakat;

tes intelegensi;

tes perkembangan;

uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test);

konseling psikologi;

tes kepribadian;

g. konseling (VCT).

oo o

(2) Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
terdiri atas:
a. konseling psikologi I < 30 menit;
b. konseling psikologi II 30-60 menit;
c.. konseling psikologi III > 60 menit.
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Pasal 25

Pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a angka 12, dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi.

Paragraf 11
Pelayanan Bank Darah

Pasal 26

Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
angka 13, pengadaan darah bekerja sama dengan Palang Merah
Indonesia.

Paragraf 12
Pelayanan Medico Legal

Pasal 27

Pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
angka 14, terdiri atas:

permintaan surat keterangan untuk asuransi;

permintaan surat keterangan untuk kehakiman;

permintaan visum et repartum luar oleh dokter umum;

permintaan visum et repartum luar oleh dokter spesialis.

aocop

Paragraf 13
Pelayanan Farmasi

Pasal 28

Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
angka 15, terdiri atas:
a. pelayanan perbekalan farmasi:
1. pelayanan farmasi pasien rawat jalan;
2. pelayanan farmasi pasien rawat inap;
3. pelayanan farmasi pasien rawat darurat;
4. pelayanan farmasi untuk keperluan kamar operasi dan kamar
bersalin;
5. pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan penunjang medik
dan;
6. pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan lainnya.
b. pelayanan farmasi klinik.
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Paragraf 14
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 29

(1) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a angka 16, terdiri atas:

perawatan Jenazah;

penitipan Jenazah,;

sewa rumah duka;

konservasi Jenazah;

pemeriksaan identifikasi luka luar jenazah.

°poop

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai
ketentuan yang berlaku.

Paragraf 15
Pelayanan Transportasi

Pasal 30

(1) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a angka 17, terdiri atas:
a. ambulance; dan
b. kereta jenazah.

(2) Pelayanan transportasi ambulance sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, disediakan untuk pengangkutan pasien dari
tempat tinggalnya ke Rumah Sakit atau sebaliknya, serta dari
Rumah Sakit ke rumah sakit lainnya atau sebaliknya.

(3) Pelayanan transportasi Kereta Jenazah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disediakan untuk pengangkutan jenazah dari
Rumah Sakit ke tempat tujuan atau dari lokasi ke Rumah Sakit.

(4) Pengelolaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang
berlaku.

Bagian Kedua
Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

(1) Non Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, terdiri atas:
a. pendidikan dan latihan;
b. pemanfaatan sumber daya rumah sakit oleh pihak ketiga.

(2) Pengelolaan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang
berlaku.
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BAB V
TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Komponen Tarif

Pasal 32

Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan meliputi:
a. biaya obat, bahan dan alat;

b. jasa rumah sakit; dan

c. jasa pelayanan.

Paragraf 2
Rawat Jalan

Pasal 33

(1) Tarif pelayanan rawat jalan yang memerlukan Pemeriksaan
Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Rehabilitasi Medik,
ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelompok kelas I, II dan III
sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rawat Darurat

Pasal 34

(1) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter umum
ditetapkan sama dengan tarif poliklinik spesialis di rawat jalan.

(2) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter spesialis
ditetapkan dua kali tarif poliklinik spesialis di rawat jalan.

(3) Pasien rawat darurat dengan kondisi tertentu dapat
dikonsultasikan oleh dokter umum kepada dokter spesialis melalui
telepon dan dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif
spesialis di Instalasi Gawat darurat.

(4) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat untuk Pemeriksaan
Penunjang Diagnostik dan Tindakan Medik dikenakan biaya
tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif
pelayanan rawat jalan sesuai dengan jenis pelayanan yang
diberikan.
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(5) Besarnya tarif pelayanan Rawat Darurat adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rawat Inap

Pasal 35

(1) Besarnya tarif pelayanan akomodasi rawat inap reguler adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Bayi sehat yang dilahirkan di Rumah Sakit dirawat di kelas
perawatan ibunya dan dikenakan biaya akomodasi sebesar 50%
(ima puluh persen) dari tarif kelas perawatan yang ditempati
ibunya.

(3) Bayi bermasalah yang dilahirkan di Rumah Sakit dirawat di ruang
perawatan intensif bayi dan dikenakan biaya akomodasi sesuai
tarif ruang perawatan yang ditempatinya.

Pasal 36

(1) Besarnya tarif rawat inap di Ruang Perawatan Intensif dan Ruang
Perawatan Isolasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini

Pasal 37

Besarnya tarif pelayanan gizi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Biaya visite dikenakan 1 (satu) kali kunjungan dokter yang sama
dalam satu periode jaga, dengan tarif sesuai kelas perawatan
pasien.

(2) Biaya konsultasi medik bagi pasien rawat inap ditetapkan sama
dengan biaya visite dokter sesuai dengan kelas perawatan pasien.

(3) Pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan rawat bersama
dikenai biaya visite sesuai dengan tarif pelayanan visite dokter yang
bersangkutan.

(4) Besarnya tarif pelayanan Visite untuk pasien rawat inap adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 5
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik, Tindakan
Keperawatan/Kebidanan dan Rehabilitasi Medik

Pasal 39

(1) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik,
Tindakan keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, Tindakan
keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik yang bersifat amat
segera (cito) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari tarif pelayanan pada kelas pasien dirawat sesuai
jenis pelayanan yang diberikan.

(3) Tarif Anaesthesi untuk Tindakan medis operatif serta tindakan
medis obstetri dan ginekologi ditetapkan sebesar 1/3 (sepertiga) dari
tarif tindakan medis operatif.

(4) Tarif anaesthesi untuk Tindakan medis operatif serta tindakan
medis obstetri dan ginekologi dengan resiko anaestesi tinggi
dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari tarif jasa pelayanan tindakan medis operatif.

(5) Kriteria tindakan medis operatif dengan resiko anaestesi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur
sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 40

Besaran tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Pelayanan Hemodialisis

Pasal 41

(1) Besaran tarif pelayanan Hemodialisis adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
biaya obat dan bahan habis pakai.
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Paragraf 8
Pelayanan One Day Care

Pasal 42

(1) Besaran tarif pelayanan one day care adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. '

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
biaya obat dan bahan habis pakai.

Paragraf 9
Pelayanan Psikologi dan Konsultasi Gizi

Pasal 43

Besaran tarif pelayanan psikologi adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Besaran tarif pelayanan konsultasi gizi adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Pelayanan Bank Darah

Pasal 45
Besaran tarif Pelayanan Darah adalah Biaya Penggantian Pengolahan
Darah berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Palang Merah

Indonesia ditambah dengan biaya pemeriksaan darah di rumah sakit.

Paragraf 11
Pelayanan Medico Legal

Pasal 46

Besaran tarif pelayanan medico legal adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 12
Farmasi

Pasal 47

(1) Tarif pelayanan farmasi (perbekalan farmasi/farmasi klinis) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Tarif perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan

berdasarkan:

a. bahan dan alat untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar
harga faktur pembelian;

b. jasa rumah sakit sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga
bahan dan alat;

c. jasa pelayanan farmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari
harga bahan dan alat.

d. Tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan 1 (satu) kali selama perawatan.

Paragraf 13
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 48

Besaran tarif pelayanan pemulasaraan jenazah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Pelayanan Transportasi

Pasal 49

(1) Tarif pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan
sebagai berikut:

a. pemakaian ambulance dihitung berdasarkan harga
0,5 (setengah) liter bahan bakar kendaraan yang bersangkutan
untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari
tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali
lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah
7 (tujuh) liter bahan bakar.

b. besarnya tarif pemakaian mobil jenazah dihitung berdasarkan
harga 1 (satu) liter bahan bakar kendaraan yang berangkutan
untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari
tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali
lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah
7 (tujuh) liter bahan bakar.

(2) Tarif pelayanan transportasi sebagaimana dimakud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Direktur.
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Bagian Kedua
Tarip Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 50

1) Besarnya tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2) Tarif pemanfaatan sumber daya Rumah Sakit oleh Pihak Ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yang tidak
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam
perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI/
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 51

(1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/jaminan
pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya yang biayanya
dijamin oleh pihak ketiga bukan pemerintah, diatur sesuai dengan
Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penjamin.

(2) Besaran tarif bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan
kesehatan dan/atau jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku pada BLUD
RSUD Saras Husada Purworejo.

BAB VII
PELAYANAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pasal 52

1) Pemberian pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
dilakanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Tarif yang dikenakan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional
mengacu pada pengelompokan diagnosis atau Indonesian Case
Based Groups (INA-CBGs).
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Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirawat di ruang

perawatan tidak sesuai haknya, diatur sebagai berikut:

a. apabila dirawat di ruang perawatan dengan kelas lebih tinggi
dari kelas perawatan yang menjadi haknya sesuai yang diatur
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS),
maka dikenakan selisih tarif paket INA-CBGs kelas yang
ditempati dikurangi tarif paket INA-CBGs kelas perawatan yang
menjadi haknya;

b. apabila dirawat di kelas perawatan VIP atau VVIP, maka
dikenakan biaya yang merupakan selisih antara biaya
perawatan kelas VIP atau VVIP dikurangi paket INA-CBGs yang
menjadi haknya.

BAB VIII
PELAKSANAAN -
Pasal 53

Penyelenggaraan layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo
menjadi tanggung jawab Direktur.

Biaya Penyelenggaraan layanan BLUD-RSUD Saras Husada
Purworejo dibebankan pada anggaran BLUD-RSUD Saras Husada
Purworejo dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Direktur diberi kewenangan untuk membebaskan sebagian atau
seluruh biaya pelayanan di Rumah Sakit, berdasarkan pada
kepatutan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Saras Husada
Purworejo.

BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 54

Pendapatan dari kegiatan layanan BLUD RSUD Saras Husada
Purworejo disetor ke rekening BLUD RSUD Saras Husada Purworejo
dan dilaporkan secara bruto kepada Pemerintah Daerah dan
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Rumah Sakit.

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara
langsung oleh BLUD RSUD Saras Husada Purworejo untuk biaya
operasional dan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai
ketentuan yang berlaku.
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3) Semua pendapatan dan pengeluaran Rumah Sakit, dituangkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo.

Pasal 55
1) Hasil penerimaan fungsional BLUD RSUD Saras Husada Purworejo
dipergunakan secara langsung untuk biaya operasional Rumah
Sakit.
2) Pemanfaatan Hasil penerimaan dari komponen jasa pelayanan

BLUD RSUD Saras Husada Purworejo, diatur lebih lanjut oleh
Direktur dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 56

1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Saras Husada Purworejo dilakukan
oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Saras Husada Purworejo
dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 57

'1) Pengawasan pengelolaan BLUD RSUD Saras Husada Purworejo
dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan
Intern.

'2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk
oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pengelolaan BLUD RSUD Saras Husada Purworejo sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal
BLUD RSUD Saras Husada Purworejo.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 58

BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo tidak memberikan pengamanan
secara khusus terhadap pasien yang berstatus tahanan.
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Pasal 59

(1) Tarif layanan terhadap jenis pelayanan baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang dapat dikelompokkan dalam
jenis pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
diatur lebih lanjut oleh Direktur.

(2) Tarif layanan terhadap jenis pelayanan baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang tidak dapat dikelompokkan
dalam jenis pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Maret 2015

BUPATI PURWOREJO,
ttd
MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
ttd
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E NOMOR 3



